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ABSTRAK 

Analisis Pengawasan Izin Masuk Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 

2 Tpi Dumai Selama Pandemi Covid 19 

Oleh 

Muhammad Yusuf Fachri 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengawasan izin masuk warga negara asing 

di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deksriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel yang lain. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.penelitian ini menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrasian dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 

23 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid 19. Hasil penelitian di lapangan 

dan kemudian dianalisa dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari kepatuhan terhadap 

undang-undang, pegawai Imigrasi Dumai khususnya di bidang Lalu Lintas dan Ijin 

Tinggal cukup mengabaikan tugas yang telah tertera di dalam UU Nomor 6 Tahun 

2011 Pasal 68. Cukup banyak tugas yang telah diabaikan, yaitu tidak membuat 

daftar cekal terhadap warga negara asing, tidak melakukan pengambilan data 

biometrik pada warga negara asing yang sebelumnya pernah datang ke pelabuhan 

Dumai, dan hanya memeriksa keadaan paspor dan masa berlaku visa dari warga 

negara asing yang datang. 

Kata Kunci: Pengawasan, Izin Masuk, Covid 19 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada akhir tahun 2019, teridentifikasi virus baru yang merupakan mutasi 

dari virus SARS-MERS yang kemudian diberi nama SARS-COV-2 atau Covid 19 

(Fraser et al., 2020). Virus ini ditemukan di Kota Wuhan China kemudian 

menyebar ke seluruh dunia (Suryokumoro, 2020). Virus tersebut menyebar 

dengan cepat dan tidak terkendali hingga pada Januari 2020 WHO 

mengumumkan serta memposisikan Covid-19 dalam Public Health Emergency of 

International Concern (PHEIC) (World Health Organization (WHO), 2020a) dan 

meningkatkan status sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (World Health 

Organization (WHO), 2020c). 

Pada 11 September 2020 secara dunia teridentifikasikan jumlah kasus 

Covid-19 sebanyak 27.738.179, dengan jumlah kematian mencapai 899.916 

kasus. Jumlah kasus terbanyak teridentifikasikan di Amerika serikat sebanyak 

6.272.193 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 188.608 kasus. Sedangkan 

untuk di Indonesia jumlah kasus per tanggal 11 September 2020 teridentifikasikan 

sebanyak 203.342 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 8.336. Para negara 

yang ada di dunia telah melakukan beberapa langkah antisipatif untuk 

menghentikan tersebar luasnya Covid-19 di negaranya, salah satunya dengan 

kebijakan pembatasan kunjungan ke luar negeri untuk warga negaranya dan 



2 

 

 

membatasi kedatangan WNA di negaranya (Suryokumoro, 2020). Hingga 

beberapa negara, seperti Italia, melakukan lockdown dan pembatasan yang sangat 

ketat terhadap mobilitas warga negaranya (World Health Organization (WHO), 

2020b). 

Pemerintah Indonesia juga menetapkan dan menerapkan berbagai 

kebijakan untuk meminimalisir penyebaran Virus Covid-19 seperti menghimbau 

masyarakat agar membatasi mobilitas keluar rumah dan diganti dengan mobilitas 

didalam rumah masing-masing. Kemudian ada juga tindakan karantina dengan 

berbagai fasilitas, isolisasi dengan berbagai fasilitas, dan social distancing. 

Berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya pada 30 Maret Pemerintah RI 

mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease atau Covid-19 (Suryokumoro, 2020). 

Cara lain juga dilakukan oleh pemerintah dengan melarang warga negara 

asing (WNA) masuk maupun transit di wilayah Indonesia. Larangan tersebut 

tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan 

Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan 

ini berlaku mulai pada 2 April 2020 sampai waktu yang tak ditentukan. Larangan 

masuk bagi WNA ini merupakan langkah yang sangat tepat yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah RI. Karena Covid-19 merupakan virus bawaan bukan virus asli. 

Virus ini dibawa oleh WNA yang datang ke Indonesia, atau WNI yang datang 

dari luar negeri. Oleh karenanya pejabat yang berwenang dalam keimigrasian 
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harus menerapkan pembatasan ketat atau bahkan larangan untuk lalu lintas orang 

keluar masuk wilayah Indonesia (Suryokumoro, 2020). 

Cara yang dilakukan oleh pihak imigrasi itu merupakan salah satu fungsi 

imigrasi sebagai penjaga keamanan nasional. Imigrasi disini berfungsi sebagai 

penjaga pintu masuk negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan 

terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing menuju atau 

dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi ini berguna untuk upaya 

pencegahan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian (Suryokumoro, 2020). 

Apalagi pada masa pandemi Covid 19 ini, permenkumham nomor 11 tahun 2020 

membatasi masuknya WNA ke Indonesia serta melakukan pengecekan kesehatan 

dan dalam Surat Edaran Satgas nomor 23 tahun 2021, kementerian/lembaga 

dalam hal ini Imigrasi dibantu oleh Satgas Covid 19 dan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan untuk melaksanakan pengawasan rutin demi memastikan kepatuhan 

pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, 

panggilan video, maupun pengecekana di lapangan. Di dalam Jurnal yang 

berjudul “Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan Sebagai 

Upaya Integral Penanganan Covid 19 Di Indonesia” yang ditulis oleh Herman 

Suryokumoro mengatakan bahwa penegakan hukum keimigrasian pada masa 

darurat Covid 19 tetap dilakukan dengan menyesuaikan dengan tata kenormalan 

baru. 

Terdapat perbedaan yang signifikan pada penegakan hukum pada masa 

normal dan masa pandemi, yaitu kelonggaran yang diberikan kepada warga 
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negara asing dalam bentuk pembebasan biaya overstay dan deportasi. WNA yang 

tidak dapat dideportasi akibat negara asalnya menerapkan lockdown ditempatkan 

pada Rudemin yang ada (Suryokumoro, 2020). Di dalam Jurnal berjudul “Analisa 

Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian Pada Kasus Masuknya Warga 

Negara China di Tengah Masa Pandemi Covid 19” yang ditulis oleh Muhammad 

Fachryza dkk mengatakan bahwa Penegakan hukum dan pengawasan 

keimigrasian di masa kenormalan baru tetap wajib dilaksanakan dengan tepat dan 

sesuai target serta tidak memberikan pengaruh penambah Covid-19 di Indonesia. 

Kontrol dan pengupayaan hukum imigrasi pada WNA belum mengalami 

perubahan dalam penyesuaian masa pandemi dan belum terdapatnya SOP dan 

protokol khusus dibidang penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian 

dimasa pandemi ini (Fachryza et al., 2021). Di dalam Jurnal yang berjudul 

“Efektifitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 

1 Samarinda” yang ditulis oleh Hendra Setiawan mengatakan bahwa 

Sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata 

pada sistem aturan karena sistem aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi juga 

terletak pada keterbatasan petugas yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 

Samarinda (Setiawan, 2009). 

Disaat tingginya angka positif Covid-19 di India, Indonesia kedatangan 

WNA yang berasal dari India sebanyak 130 orang. Mereka semua dapat masuk ke 

Indonesia melalui jalur Bandara Soekarno-Hatta. Mereka datang menggunakan 

pesawat carter dan beberapa di antaranya positif Covid-19. Pemerintah Indonesia 
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langsung bergerak cepat dengan mengisolasi semua WNA asal India itu. Bahkan 

beberapa diantaranya telah dideportasi kembali ke negaranya (Solahuddin, 2021). 

Setelah kejadian itu, Pemerintah melarang warga negara India, atau warga negara 

asing (WNA) yang sempat singgah di India, masuk negara Indonesia. Kebijakan 

ini berlaku mulai 25 April 2021 (CNN Indonesia, 2021).  

Namun tidak lama setelah kebijakan larangan WNA India masuk ke 

Indonesia, WNA India kembali mendatangi Indonesia melalui pelabuhan Dumai, 

Riau. Setelah diperiksa ternyata empat orang anak buah kapal (ABK) asal India 

tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 pada 27 April 2021 (Arbar, 2021). Hal ini 

lah yang ditakutkan pemerintah mengenai masalah Covid 19 yang dibawa oleh 

WNA ke Wilayah Indonesia. Hal ini menjadi tanda tanya, mengapa mereka bisa 

masuk ke wilayah Indonesia disaat pemerintah menerapkan peraturan larangan 

WNA asal atau yang pernah singgah di India. Tercatat sejak diterapkannya 

kebijakan pelarangan masuknya WNA ke Indonesia pada 02 April 2020 hingga 

31 September 2021, jumlah WNA yang masuk melalui pelabuhan Dumai 

berjumlah 1.705 orang. 
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Gambar 1 Peta Kota Dumai 

 

Kebijakan larangan bagi WNA untuk memasuki wilayah NKRI 

dibenarkan secara hukum. Namun yang kena diperhatikan yaitu bagaimana 

WNA India dapat masuk ke wilayah Indonesia disaat pemerintah melarang 

WNA India masuk wilayah Indonesia. Bagaimana dengan WNA yang telah 

berada di Indonesia dalam Pandemi Covid-19, atau jika ada WNA yang sudah 

terlanjur masuk ke Indonesia selama pandemi Covid-19, apalagi di Indonesia 

masih banyak TKA yang berada di Indonesia, khususunya TKA yang berasal 

dari China. Terkait dengan hal tersebut, apakah petugas imigrasi dapat 

melakukan tindakan imigrasi seperti deportasi atau penangguhan izin tinggal 

WNA. Kemudian bagaimana tanggung jawab negara mengenai keberadaan 

WNA  ditengah wabah Covid-19 (Suryokumoro, 2020). 
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Tabel 1. Data WNA Terkonfirmasi Covid 19 (Tahun 2020-2022 di Kota Dumai) 

No Inisial Asal Negara Tanggal terkonfirmasi 

1 KTM (Anak Buah Kapal) Myanmar 16 Juni 2020 

2 M (Kapten Kapal) India 27 April 2021 

3 SK (Anak Buah Kapal) India 27 April 2021 

4 L (Anak Buah Kapal) India 27 April 2021 

5 N (Anak Buah Kapal) India 27 April 2021 

(Wawancara dengan Sekretaris Satgas Covid 19 Kota Dumai) 

Tetapi, aturan larangan masuk dan transit ini memiliki pengecualian 

terhadap sejumlah WNA. Mereka antara lain yang memiliki kartu izin tinggal 

terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal 

diplomatik dan izin tinggal dinas. Selain itu, tenaga bantuan dan dukungan 

medis dan pangan; awak alat angkut baik laut, udara maupun darat; serta 

orang asing yang bekerja pada proyek-proyek Strategis Nasional juga 

diperbolehkan dengan syarat tertentu antara lain memiliki surat keterangan 

sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari 

masing-masing negara dan telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang 

bebas Covid-19 (Suryokumoro, 2020).. Artinya pembatasan yang diterapkan 

oleh pemerintah cukup berhasil (Ramadhan, 2021). 
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Tabel 2. Jumlah Masuknya WNA ke Kota Dumai 

Bulan Jumlah WNA 

April 2020 124 Jiwa (Kru Kapal) 

Mei 2020 636 Jiwa (624 Kru Kapal, 12 Pekerja Asing) 

Juni 2020 471 Jiwa (Kru Kapal) 

Juli 2020 0 Jiwa 

Agustus 2020 294 Jiwa (Kru Kapal) 

September 2020 1 Jiwa (Kru Kapal) 

Oktober 2020 1 Jiwa (Kru Kapal) 

November 2020 170 Jiwa (Kru Kapal) 

Desember 2020 0 Jiwa 

Januari 2021 0 Jiwa 

Februari 2021 0 Jiwa 

Maret 2021 4 Jiwa (Kru Kapal) 

April 2021 4 Jiwa (Kru Kapal) 

Mei 2021 0 Jiwa 

Juni 2021 0 Jiwa 

Juli 2021 0 Jiwa 

Agustus 2021 0 Jiwa 

September 2021 0 Jiwa 

(Badan Pusat Statistik, 2021) 
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Menurut Yosep Riwu Kaho, Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan dan dapat diperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau 

kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak 

terulang lagi (Kaho, 1987). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terjadi terhadap pengawasan orang asing di 

Kota Dumai yang terdapat pada latar belakang, maka peneliti mendapatkan 

rumusan masalah yaitu: 

“Bagaimana pengawasan terhadap WNA yang masuk ke pelabuhan Dumai oleh 

Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai Selama Pandemi Covid 19?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis proses mengenai masuknya WNA ke Indonesia 

disaat pandemi Covid 19. 

2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya dengan lokus yang sama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang peneliti dapatkan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti 

peroleh selama perkuliahan dijurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas 
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Ekonomi dan Ilmu Sosial dan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara 

pada umumnya, khususnya mengenai pengawasan WNA di Kota Dumai. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai 

masalah yang menyangkut pengawasan WNA pada masa pandemi di Kantor 

Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab Pertama (Pendahuluan) 

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan 

karya tulis ini. 

2. Bab Kedua (Kerangka Teori) 

Menguraikan tentang teori yang relevan, referensi yang relevan 

dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu, pandangan islam terhadap 

pengawasan, konsep penelitian, konsep operasional, dan kerangka pemikiran. 

3. Bab Ketiga (Metode Penelitian) 

Menyajikan tentang tempat dan waktu penelitian dilaksanakan, jenis 

dan sumber data, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, 

dan metode analisa .  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kedaulatan Negara Indonesia di Bidang Keimigrasian 

2.1.1 Kedaulatan WNA dan WNI di Bidang Keimigrasian 

Berdasarkan jurnal ilmu hukum yang berjudul “Penegakan Hukum 

Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap 

Ikan Secara Ilegal” dan ditulis oleh A. Amrullah Armansyah, Abdul Agis, dan M. 

Kamal Hidjaz menkjelaskan bahwa Kedaulatan warga negara asing dan warga 

negara Indonesia di bidang keimigrasian tertera dalam Pasal 8 ayat 1 undang-

undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap 

orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah serta masih berlaku. Sementara itu pada ayat 2 menjelaskan 

bahwa setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa 

yang sah serta masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang 

ini dan perjanjian internasional. 

Hukum Internasional mengamanahkan hak serta wewenang kepada 

seluruh negara demi menjalankan yurisdiksi atas orang maupun benda serta 

perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negaranya termasuk Warga Negara 

Asing yang masuk ke sebuah negara tertentu. Seluruh negara berhak merumuskan 

segala sesuatu mengenai lalu lintas antar negara baik orang maupun benda serta 



12 

 

 

 

perbuatan yang terjadi di wilayah negaranya akibat dari luar negara. Negara 

membuat peraturan mengenai lalu lintas antar negara tentang Warga Negara 

Asing di negaranya berkaitan dengan perihal keimigrasian dan berlaku di seluruh 

negara yang memiliki sifat universal ataupun kekhususan masing-masing negara 

sesuai dengan norma serta kebutuhan dari negaranya. 

Hal itu pastinya sangat berdampak terhadap kondisi keamanan di suatu 

negara tersebut. Kondisi Keamanan dalam negeri suatu Negara adalah suatu 

keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Negara harus mengatur prinsip, tata pengawasan, 

tata pelayanan terhadap masuk dan keluarnya orang menuju atau berasal dari 

wilayah Indonesia sesuai dengan norma serta tujuan nasional Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) demi menjamin 

kemanfaatan serta melindungi seluruh kepentingan nasional.. 

Kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menerapkan prinsip 

selective policy yaitu kebijakan yang berlandaskan prinsip selektif demi mengatur 

segala kegiatan dari warga negara asing yang masuk maupun keluar dari wilayah 

Indonesia atas dasar hal-hal yang tadi disebutkan. Prinsip ini menetapkan 

ketentuan terhadap warga negara asing yang ingin masuk maupun keluar wilayah 

Indonesia yaitu bagi warga negara asing yang bisa memberikan pengaruh positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia, serta 
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tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan terhadap 

rakyat ataupun Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu penting untuk 

adanya peraturan dan batasan yang berupa perizinan yang diberikan kepada warga 

negara asing atau yang ingin menetap di wilayah Indonesia. Semua kegiatan 

masuknya orang asing atau yang ingin menetap di wilayah NKRI harus 

dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik dari aspek politik, ekonomi maupun 

sosial budaya bagi bangsa juga negara Indonesia. 

Dengan begitu, implementasi dari prinsip selective policy sangat 

dibutuhkan demi menjamin manfaat orang asing yang masuk wilayah Indonesia 

juga dengan tujuan menunjang tetap terpeliharanya stabilitas nan kepentingan 

nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan 

terhadap efek buruk yang muncul karena perlintasan orang antar negara, 

keberadaan, serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Maka dari itu perlu 

dilakukan pengawasan terhadap warga negara asing dan tindakan keimigrasian 

secara tepat, cepat, teliti serta terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan 

dalam memberikan pelayanan bagi warga negara asing (A. Amrullah Armansyah, 

Abdul Agis, 2017). 

Tingkat kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional seperti 

penyeludupan manusia, perdagangan manusia, serta tindak pidana narkotika 

semakin meningkat setiap tahunnya yang dilakukan oleh kumpulan kejahatan 

internasioanal yang terkoordinir harus ditangani dan diberantas dengan 
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meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing karena dapat mengancam 

keamanan serta kedaulatan negara. Pengawasan terhadap warga negara asing 

tidak hanya dilakukan pada saat masuk, tetapi juga selama berada di wilayah 

Indonesia, termasuk aktifitas (Setiawan, 2009). 

Pandemi Covid-19 menyebar luas di seluruh daerah di Indonesia dengan 

kasus terus meningkat serta korban meninggal juga meningkat sangat berdampak 

pada ekonomi, keamanan, pertahanan, maupun sosial budaya. Seiring waktu 

pandemi covid-19 terus meningkat dan sangat berdampak pada sebagian besar 

daerah di Indonesia. Banyak sektor yang mendapat dampaknya yaitu salah 

satunya ialah sektor imigrasi khususnya dalam penegakan hukum serta 

pengawasan. Dalam menjaga kedaulatan negara, tentunya pegawai imigrasi harus 

melayani masyarakat (Fachryza et al., 2021). 

Bukan hanya WNI saja yang mendapatkan pelayanan, namun juga WNA 

mendapat pelayanan keimigrasian pada masa pandemi dan imigrasi harus 

melaksanakan tugasnya dengan langkah yang dimodifikasi siring dengan 

berkembangnya pandemi covid-19 yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan 

yang sangat ketat. Sehingga, WNI maupun WNA harus dilayani dengan aman dan 

baik dari segi pelayanan keimigrasiannya yang harus dikontrol. Kemudian 

imigrasi dapat tetap melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pembangunan dan 

penjaga kedaulatan negara (Indarti, 2021). Dimana kedaulatan merupakan hal 

yang sangat penting dalam berdirinya suatu negara, dengan salah satu bentuk 

penjagaan kedaulatan negara ialah dengan penegakan hukum bagi seluruh WNI 
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maupun WNA yang berada di NKRI. Karena seluruh WNA di Indonesia harus 

tetap diawasi oleh imigrasi untuk menjaga kedaulatan negara dan menegakkan 

hukum. Akibat adanya covid-19 ini maka tantangan imigrasi dalam pelaksanaan 

serta pengawasan dan tindakan hukum kepada WNA akan berbeda (Fachryza et 

al., 2021). 

2.1.2 Izin Masuk 

Pembatasan lalu lintas orang melalui jalur-jalur pemeriksaan Imigrasi 

dilaksanakan berdasarkan Permenkumham 11/2020 yang berlaku sejak tanggal 2 

April 2020 pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan yang 

isinya yaitu melarang warga negara asing masuk wilayah Indonesia dan prosedur 

masuknya warga negara asing di Indonesia pada masa pandemi (Hukum et al., 

2020). 

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Herman Suryokumoro yang berjudul 

“Aktualisasi Fungsi Keimigrasian Dalam Aspek Keamanan Sebagai Upaya 

Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia” menjelaskan bahwa, 

kebijakan pelarangan masuk dan transit tersebut memiliki pengecualian terhadap 

beberapa WNA. Mereka yaitu orang yang memiliki kartu izin tinggal terbatas 

(KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatik dan 

izin tinggal dinas. Selain itu, tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan; 

awak alat angkut baik laut, udara maupun darat; serta orang asing yang bekerja 

pada proyek-proyek Strategis Nasional juga diperbolehkan dengan syarat tertentu 
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yaitu memiliki surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan 

secara resmi oleh otoritas kesehatan masing-masing negara dan telah berada 14 

hari di wilayah atau negara yang bebas Covid-19. 

Permenkumham tadi pula mengatur regulasi bagi orang asing yang berada 

pada wilayah Indonesia. Pertama, orang asing pemegang izin Tinggal Kunjungan 

(termasuk bebas visa kunjungan serta Visa on Arrival) yang sudah berakhir atau 

tidak bisa diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan 

terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi 

serta tak dipungut biaya. Lalu, orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas serta 

Izin Tinggal Tetap yang sudah berakhir atau tak bisa diperpanjang lagi, akan 

diberikan penangguhan serta diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara 

otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi dan tidak 

dipungut biaya. 

Permenkumham 11/2020 tadi bisa dikatakan menjadi kebijakan 

keimigrasian pada masa darurat Covid, dimana terjadi pergeseran fungsi imigrasi 

normatif menjadi penjaga kedaulatan beralih pada fungsi kemanfaatan yaitu 

dengan adanya kebijakan selektif keimigrasian. Selektif pada hal ini dimaknai 

pada restriksi. Kebijakan selektif ini adalah pelaskanaan tanggung jawab negara 

terhadap warga  negara maupun orang asing yang tinggal di wilayah negaranya 

pada masa pandemi. Negara bertanggung jawab atas keselamatan rakyat negara 

dari gangguan pihak luar, pada hal ini virus menular. Disamping pula 
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berkewajiban menjaga hak-hak orang asing yang berada pada wilayah NKRI 

(Suryokumoro, 2020). 

Setiap Orang Asing yg masuk ke wilayah Indonesia tak terlepas dari hak 

serta kewajiban aturan yg menempel kepadanya sebagaimana tercantum pada 

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM). Tidak seluruh hak yang 

terdapat pada DUHAM wajib  dipenuhi terhadap Orang Asing yang berada di 

suatu yurisdiksi negara, salah satunya merupakan hak buat berpartisipasi pada 

pemerintahan, sebagai akibatnya hanya hak-hak eksklusif yang wajib  dihormati, 

dipenuhi, serta dilindungi oleh Negara tujuan dari orang asing tadi (Indarti, 2021). 

Meskipun dilakukan restriksi secara ketat terhadap orang asing yang akan 

memasuki wilayah Indonesia, tetapi kebijakan keimigrasian pada masa pandemi 

juga tak lepas dari adanya tanggung jawab negara buat melindungi hak orang 

asing yang berada pada wilayah Indonesia pada masa pandemi. Tanggung jawab 

tadi teraktualisasi pada Surat Edaran nomor : IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 

perihal Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatanan Kenormalan Baru, 

yang pada dasarnya ialah memberikan kemudahan bagi orang asing buat 

memperoleh izin tinggal selama orang asing tadi tidak dapat balik  ke negara 

asalnya akibat restriksi (Indarti, 2021). 

Sistem masuknya WNA ke wilayah NKRI yang diatur pada 

Permenkumham 11/2020 yaitu: 

1. Kebijakan bebas visa serta visa kunjungan waktu kedatangan masih tak 

berlaku. 
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2. Pelaku perjalanan internasional yang melakukan perjalanan buat tujuan wisata 

masih dihentikan. 

3. Pelaku perjalanan internasional yang diperbolehkan masuk ke Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

a. Warga negara asing sinkron dengan kriteria di Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2020 terkait Visa serta Izin Tinggal dalam Adaptasi norma Baru, yakni 

warga negara asing yang mempunyai: 

1. Visa Dinas; 

2. Visa Diplomatik; 

3. Visa Kunjungan pada rangka: 

a) Melakukan Pekerjaan Darurat serta Mendesak; 

b) Melakukan Pembicaraan Usaha; 

c) Melakukan Pembelian Barang; 

d) Uji Coba Keaslian bagi Calon Tenaga Kerja Asing; 

e) Tenaga Bantuan dan Dukungan Medis serta Pangan, 

dan; 

f) Bergabung menggunakan alat angkut yang berada pada 

wilayah Indonesia; 

4. Visa Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja, mencakup: 

a) Menjadi Tenaga Pakar; 
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b) Bergabung buat bekerja di atas kapal, alat apung, atau 

instalasi yang beroperasi pada wilayah perairan 

nusantara, laut territorial, atau landasan kontinen, dan 

zona ekonomi eksklusif Indonesia; 

c) Melakukan Supervisi Kualitas Barang serta Produksi; 

d) Melakukan Pemeriksaan atau Audit di Cabang 

Perusahaan di Indonesia; 

e) Melayani Purna Jual; 

f) Memasang serta Mereparasi Mesin; 

g) Melakukan Pekerjaan Non Permanen dalam rangka 

konstruksi, serta; 

h) Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja pada rangka 

uji coba keahlian; 

5. Visa Tinggal Terbatas tak dalam rangka bekerja, mencakup: 

a) Melakukan Penanaman Modal Asing; 

b) Penyatuan Famili, serta; 

c) Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara 

6. Izin Tinggal Dinas; 

7. Izin Tinggal Diplomatik; 

8. Izin Tinggal Terbatas, serta; 

9. Izin Tinggal Tetap. 
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Selain itu, awak alat angkut yang tiba dengan memakai alat 

angkutnya serta orang asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis 

Asia-Pacific Economic Cooperation (KPP-APEC) dan pelintas 

batas tradisional pula bisa masuk wilayah Indonesia. 

b. Warga negara asing sesuai pengaturan skema perjanjian Travel 

Corridor Arrangement (TCA). 

c. Warga negara asing yang menerima pertimbangan dan izin tertulis dari 

kementerian atau lembaga pemerintah terkait (Kedutaan Besar 

Republik Indonesia, 2021). 

4. Permintaan penerbitan visa diplomatik, visa dinas, izin tinggal dinas serta izin 

tinggal diplomatik dikoordinasikan melalui Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia. 

5. Permintaan penerbitan visa serta izin tinggal selain sebagaimana dimaksud di 

nomor 5 dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. 

6. Mulai tanggal 5 April 2021, warga negara asing dapat mengajukan aplikasi 

visa elektronik secara off-shore dan on-shore melalui laman https://visa-

online.imigrasi.go.id. Keabsahan visa elektronik dapat dicek dengan QR Code 

atau melalui https://visa.imigrasi.go.id (Satuan Tugas Penanganan Covid 19, 

2021b). 

Standar Operasional Prosedur masuk wilayah Indonesia oleh WNA dan 

WNI pada masa Pandemi Covid 19: 

https://visa-online.imigrasi.go.id/
https://visa-online.imigrasi.go.id/
https://visa.imigrasi.go.id/
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1. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia 

(WNI) dari luar negeri diijinkan memasuki Indonesia dengan tetap 

mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah. 

2. Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun 

transit di negara asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan 

internasional yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) kecuali yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia No.26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 

b. Sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corridor Arrangement 

(TCA); dan/atau 

c. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari 

Kementerian/Lembaga. 

3. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga 

Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus 

mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut: 

a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan 

pemerintah. 

b. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal 

yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam 
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sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat 

pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia. 

c. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku 

perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina 

terpusat selama 5 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Bagi WNI, Yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); 

Pelajar/Mahasiswa; atau Pegawai Pemerintah yang kembali 

dari perjalanan dinas luar negeri di Wisma Pademangan 

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas 

Penanganan Covid 19 Nomor 9 Tahun 2021 dengan biaya 

ditanggung oleh pemerintah. 

2) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud diatas dan 

bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala 

perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing 

menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang 

telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi 

karantina Covid 19 oleh Kementerian Kesehatan dengan 

biaya seluruhnya ditanggung mandiri. 

d. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di 

Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-

masing selama 5 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf c; 
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e. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan 

menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah 

sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi 

WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri; 

f. Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai 

karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka 

pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan 

pertimbangan izin maqsuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan 

pertanggungjawaban yang dimaksud; 

g. Setelah dilakukan karantina 5 x 24 jam terhitung sejak tanggal 

kedatangan, bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang 

RT-PCR; 

h. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka 

bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan 

dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari 

serta menerapkan protokol kesehatan; 

i. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka 

dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya 

ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya 

seluruhnya ditanggung mandiri; 

j. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara dan Pelabuhan Laut 

Internasional memfasilitasi WNI atau WNA pelaku perjalanan 
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internasional yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat 

kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan berlaku; 

k. Kementerian/Lembaga/Pemda yang menyelenggarakan fungsi 

terkait dengan WNI dan/atau WNA menindaklanjuti Surat Edaran 

ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras 

dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

l. Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf k merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran satgas  covid-19 nomor 

8 tahun 2021 

1. Kewajiban karantina dikecualikan kepada WNA pemegang visa 

diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan 

resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA 

yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor 

Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat. 

2.2 Pengawasan Keimigrasian 

2.2.1 Pengertian Pengawasan Keimigrasian 

Yosep Riwu Kaho memberikan pendapat mengenai Pengawasan 

yang menurutnya pengawasan sebagai suatu aktifitas yang dilakukan demi 

menjamin agar semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang 
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direncanakan dan memperbaiki apabila terdapat kekeliruan ataupun 

kekurangan, juga menjaga agar kekurangan itu tidak terulang lagi (Kaho, 

1987). 

Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan merupakan 

suatu kegiatan sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan yang 

bertujuan perencanaan, merancang sistem informasi feedback, 

membandingkan aktifitas dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 

menentukan serta mengukur penyimpangan yang ada, juga mengambil 

tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber 

daya perusahaan (pemerintahan) dengan cara paling efektif dalam 

pencapaian tujuan perusahaan (pemerintahan). 

Sondang P. Siagian memberikan pendapat bahwa pengawasan 

yaitu proses pengamatan pelaksanaan semua aktifitas dari organisasi demi 

menjamin supaya keseluruhan kegiatan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2000). 

Sujamto berpendapat bahwa pengawasan yaitu semua usaha atau aktifitas 

yang bertujuan mengetahui juga menilai kenyataan yang sebenarnya 

mengenai pelaksanaan tanggung jawab atau aktifitas, apakah sesuai 

semestinya atau tidak (Sujamto, 1990). 

Pengertian pengawasan dalam bidang keimigrasian yaitu seluruh 

proses aktivitas untuk mengkoordinir atau mengawasi apakah proses 

pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada 
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awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing 

saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang 

semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga 

terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan 

pemalsuan dokumen perjalanan (Yudha, 2003). 

Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting supaya 

pekerjaan maupun tanggung jawab yang diamanahkan kepada aparat yang 

melaksanakan pengawasan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan (Nurmayani, 2017). Pengawasan merupakan salah satu 

fungsi dari manajemen yang merupakan proses aktivitas untuk memastikan 

dan menjamin bahwa tujuan serta sasaran maupun tugas-tugas sudah 

dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Demi melaksanakan tugas maupun aktivitas dengan baik, maka 

aparat yang menjamin fungsi pengawasan wajib mengerti mengenai arti 

tujuan dari apa yang akan ia lakukan. Hal itu sangat penting untuk mencapai 

harapan maupun tujuan yang diinginkan dari pengawasan. Agar aparat tidak 

melakukan tugasnya secara asal-asalan dan melakukan tugas sebagai 

formalitas saja (Midran Dylan, 2020). 

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pengawasan 

keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi 
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keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka 

memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

keimigrasian. Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan atau kekurangan serta 

menjaga agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. 

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi: 

1) Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan 

pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen perjalanan, surat atau 

dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan 

pengelolaan data keimigrasian dari pada warga negara Indonesia maupun 

orang asing. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak 

memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, 

kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan 

Direktorat Jenderal Imigrasi. 

2) Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai 

dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. Pengawasan Operasional dilakukan dengan melakukan 

serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, 
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pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, 

penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan 

lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperolah bahan 

keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan 

dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, 

khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia 

maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, 

mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau 

tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya 

bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan 

NKRI untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan 

tindakan pengamanan dan penggalangan (Midran Dylan, 2020). 

2.2.2 Fungsi Pengawasan 

Fungsi Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

atasan maupun suatu badan dalam mengamati. Membandingkan tugas yang 

diamanahkan kepada aparat pelaksana sesuai standar yang telah ditentukan 

dan bertujuan memperkuat rasa tanggung jawab demi menghindari 

penyimpangan dan memperbaiki kekeliruan dalam pelaksanaan tugas. 

Pada dasarnya seluruh kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan 

pada suatu instansi memiliki fungsi tertentu dan diharapkan dapat 

terimplementasikan seiring dengan tujuan dari kebijakan itu. Begitu juga 
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dengan pelaksana pengawasan pada suatu lingkungan kerja ataupun 

organisasi. Pengawasan dilakukan karena memiliki fungsi yang seiras 

dengan tujuannya. 

Terdapat empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan  

menurut Soewarno Handayaningrat, yaitu: 

1. Memperkuat rasa tanggung jawab pejabat yang telah diberikan tugas 

dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Mendidik pejabat agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur 

yang telah ditentukan. 

3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan 

supaya tidak menjadi kerugian. 

4. Memperbaiki kekeliruan dan penyelewengan supaya tidak terjadi 

hambatan dan pemborosan dalam melaksanakan tugas. 

2.2.3 Tujuan Pengawasan 

Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran 

dari pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujudnya daya guna, hasil, dan 

tepat guna sesuai rencana, mencegah sedari awal kekeliruan dalam 

pelaksanaan. Maka dari itu pengawasan sangat perlu dilakukan dalam 

melaksanakan pekerjaan dan tujuan dari pengawasan adalah: 

1. Mengetahui kelancaran dari suatu pekerjaan sesuai dengan rencana. 
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2. Memperbaiki kekeliruan yang terjadi dengan melihat kelemahan, 

kesulitan, dan kegagalan serta melakukan tindakan pencegahan agar 

kekeliruan yang ada tidak terjadi kembali. 

3. Mengetahui penggunaan fasilitas pendukung pekerjaan apakah telah 

sesuai rencana. 

4. Mengetahui hasil pekerjaan. 

5. Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan telah berjalan efisien atau 

belum dan melaksanakan perbaikan agar mendapatkan efisiensi yang 

lebih besar lagi. 

Tujuan dari pengawasan dapat tercapai bila hasil dari pengawasan 

memiliki nilai yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan seluruh pimpinan. Hasil dari pengawasan bisa juga digunakan 

sebagai dasar penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana untuk 

selanjutnya. Sujamto mengatakan bahwa “Pengadaan Pengawasan memiliki 

tujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah telah seiring dengan semestinya 

atau tidak” 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

2.3.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Metode 

Perbedaan 

Penelitian 

Herman 

Suryoku

moro, 

2020 

Aktualisasi 

Fungsi 

Keimigrasian 

dalam Aspek 

Keamanan 

sebagai 

Upaya 

Integral 

Penanganan 

Pandemi 

Covid-19 Di 

Indonesia 

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data kualitatif. 

Berdasarkan pengumpulan dan 

jenis data tersebut, penulis 

memperoleh hasil penelitian 

tentang aktualisasi fungsi 

keimigrasian dalam aspek 

keamanan yaitu sebagai “penjaga 

pintu masuk” ke wilayah negara 

Indonesia pada saat pandemi dapat 

dilihat dari aspek pengaturan 

keimigrasian dan praktek yang 

dilakukan oleh tempat pemeriksaan 

imigrasi (TPI) di seluruh wilayah 

Indonesia.  

Metode 

peneliti

an yang 

digunak

an 

adalah 

yuridis 

normati

f. 

Pada 

penelitian 

ini, 

membahas 

tanggung 

jawab 

pemerintah 

terhadap 

WNA yang 

telah 

berada di 

Indonesia 

ditengah 

pandemi 

Covid 19. 

Muham

mad 

Analisa 

Penegakan 

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data kualitatif. 

Metode Pada 
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Fachryz

a, 

Muham

mad 

Faiz 

Febriand

ana, 

Yofan 

Gusti 

Pratama, 

2021 

Hukum dan 

Pengawasan 

Keimigrasian 

pada Kasus 

Masuknya 

Warga Negara 

China 

Ditengah 

Masa 

Pandemi 

Covid-19 

Berdasarkan pengumpulan dan 

jenis data tersebut, penulis 

memperoleh hasil penelitian 

tentang analisis penegakan hukum 

dan pengawasan keimigrasian 

dengan studi kasus masuknya 

warga negara China ditengah masa 

pandemi Covid-19. Penegakan 

hukum dan pengawasan orang 

asing dimasa pandemi saat ini 

sangatlah riskan dikarenakan akan 

memiliki sejumlah perbedaan 

dimana dalam masa sulit ini atau 

dalam masa adaptasi New Normal 

di Indonesia keimigrasian sejatinya 

dapat mengembangkan dan 

meyesuaikan di dalam penegakan 

hukum. 

peneliti

an yang 

digunak

an 

adalah 

analisis 

deskript

if 

kualitat

if 

penelitian 

ini 

membahas 

fungsi 

keimigrasia

n sebagai 

penegakan 

hukum 

bagi WNA 

China yang 

masuk 

ditengah 

pandemi 

Covid 19. 

Hendra 

Setiawa

n, 2009 

Efektivitas 

Pengawasan 

Orang Asing 

Pada Wilayah 

Kerja Kantor 

Imigrasi 

Kelas 1 

Samarinda 

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data kualitatif. 

Berdasarkan pengumpulan dan 

jenis data tersebut, penulis 

memperoleh hasil penelitian 

tentang efektivitas yang dilakukan 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda 

dalam pengawasan orang asing. 

Pelaksanaan pengawasan orang 

asing di wilayah Kalimantan Timur, 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda 

mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan pengawasan terkait 

keberadaan dan kegiatan orang 

Metode 

yang 

digunal

an 

dalam 

peneliti

an ini 

Pada 

penelitian 

ini 

membahas 

pengawasa

n terkait 

keberadaan 
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asing di Kaltim. Sesungguhnya 

kelemahan dalam sistem 

pengawasan bukan terletak semata-

mata pada sistem aturan karena 

sistem aturan yang ada sudah cukup 

lengkap tetapi juga terletak pada 

keterbatasan petugas yang dimiliki 

oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 

Samarinda. 

adalah 

yuridis 

sosiolo

gis. 

dan 

kegiatan 

orang asing 

di Kaltim. 

Shofia 

Trianing 

Indarti, 

2021 

Kebijakan 

Keimigrasian 

Di Masa 

Covid-19: 

Dalam 

Perspektif 

Hak Asasi 

Manusia 

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data kualitatif. 

Berdasarkan pengumpulan dan 

jenis data tersebut, penulis 

memperoleh hasil penelitian 

tentang Pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Keimigrasian 

mengeluarkan beberapa kebijakan 

dengan tetap menjunjung tinggi 

HAM. Terdapat dua kebijakan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah selama 

Covid-19, yaitu pembatasan WNA 

ke wilayah Indonesia dan 

pembatasan pelayanan paspor. 

Kedua kebijakan tersebut pada 

hakikatnya tidak mengandung 

unsur pelanggaran HAM. Selain 

itu, tidak ditemukan kendala yang 

berarti dalam proses penerapan 

kebijakan tersebut, sehingga semua 

berjalan dengan tetap menjunjung 

tinggi HAM. 

Peneliti

an ini 

menggu

nakan 

pendek

atan 

kualitat

if 

dengan 

bersifat 

kepusta

kaan 

Pada 

Penelitian 

ini 

membahas 

Pemerintah 

yang 

membuat 

kebijakan 

keimigrasia

n dengan 

menjunjun

g tinggi 

Hak Asasi 

Manusia. 
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2.4 Pandangan Islam 

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang haq. Pengawasan 

(Control) dalam ajaran islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal berikut: 

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari 

tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah 

pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati hati. 

Dalam Alqur’an disebutkan (Abdurrahman, 2013). 

 

“Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di 

langit dan apa yang ada di dunia? tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, 

melainkan Dialah yang kempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah 

yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan 

Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan 

memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Mujadalah :7). 



35 

 

 

 

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan 

menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten 

menjalankan hukum hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini 

merupakan tujun utama islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang 

berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari 

mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti 

hawa nafsu. Oleh karena itu, islam menetapkan sistem sosio politik untuk 

menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. 

Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan 

masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal. 

Allah berfirman (Abu Sinn, 2012): 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

munkar (ma’ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, 

sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada – 

Nya), merekalah orang orang yang beruntung “. (Q.S. Ali Imran : 104) 

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan 

keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika 

melihat tindak kemunkaran. Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem 

pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu 

dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan 
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penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas 

dan perencanaan tugas, dan lain lain. 

Islam memberi kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan 

pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang 

terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, khulafaurrasyidin, dinasti 

Umayyah dan Abasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang dijalankan yakni 

sebagai berikut: 

a. Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara) 

b. Pengawasan Masyarakat 

c. Pengawasan Peradilan Manajemen 

Dalam Islam, pengawasan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang 

merupakan usaha dalam menyeru terhadap kebaikan, dan meninggalkan 

keburukan. Hal ini terbukti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra 

yaitu: 

“Bahwa Rasūlullāh Saw. Pada suatu ketika telah berjalan melalui satu 

bungkusan yang berisikan makanan (di pasar), lalu Rasūlullāh SAW memasukkan 

tangannya kedalam bungkusan makanan tersebut, kemudian jari Rasūlullāh SAW. 

basah setelah menyentuh makanan tersebut lalu bertanya kepada sang penjual 

makanan tersebut, “wahai penjual mengapa makanan ini basah?” kemudian 

penjual tersebut menjawab “Makanan ini terkena hujan”. Kemudian Rasūlullāh 

SAW. Berkata “Kenapa tidak engkau letakkan diatas supaya terlihat oleh orang 
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ramai, seraya berkata “Barang siapa yang menipu, Maka dia bukan dari kalangan 

kami” (HR. Tirmiżi). 

Pada periode Rasulullah SAW. Seringkali beliau masuk kepasar Madinah 

mengawasi aktivitas jual beli. Sebagaimana dikisahkan Rasulullah Saw. berjalan-

jalan di pasar Madinah dan melewati penjual makanan, kemudian beliau 

memasukkan tangannya kedalam setumpukan gandum dan menemukan bagian 

gandum yang basah, kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Man Ghisna, Falaisa 

Minna” (Barangsiapa yang menipu saudaranya sendiri, maka bukan bagian dari 

kita (Ummat Rasululullah Saw). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Hisbah pada zaman Rasulullah belum menjadi suatu lembaga, hanya saja praktek-

praktek yang mengarah pada kewenangan hisbah dilakukan secara individu yaitu 

Rasulullah SAW. 

Pelembagaan hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada 

masa Umar bin Khatāb. Ketika itu ia melantik dan menetapkan Wilāyatul hisbah 

adalah departemen pemerintahanyang resmi. Hisbah pada masa Umar bin Khatāb 

mempuyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan 

didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Az Zuhri 

bahwa Umar bin Khatāb telah mempekerjakan Abdullah bin ‘Utbah mengawasi 

dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr bahwa Umar 

kadangkala mempekerjakan Asyifa’ binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah 

untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar. 
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2.5 Konsep Penelitian 

Menurut Umar, Konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan 

suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan 

objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Maka dari itu konsep 

merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat 

dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena dengan ciri atau kekhasan 

yang sama (Priadi, Martha Purnama, 2018). 

Pada penelitian ini, masalah atau fenomena yang akan diteliti yaitu 

masalah “Analisis Pengawasan Izin Masuk Warga Negara Asing (WNA) Kantor 

Imigrasi Kelas 2 TPI 2 Dumai Selama Pandemi Covid 19.” 

2.6 Konsep Operasional 

Menurut Sugiyono, definisi Operasional adalah penentuan konstrak atau 

sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi 

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Sedangkan menurut Nani Darmayanti, 

definisi Operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu 

konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah (Priadi, 

Martha Purnama, 2018). 
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Jadi, dapat disimpulkan operasional adalah definisi yang didasarkan atas 

sifat-sifat variabel yang diamati. Operasional mencakup hal-hal yang penting 

dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, 

rinci, tegas, dan yang pasti menggambarkan karakteristik variabel-variabel 

penelitian dan hal-hal yang dianggap penting. Konsep Operasional dari penelitian 

ini adalah: 

Tabel 4. Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Pengawasan Izin Masuk 

WNA 

Pengawasan Administrasi  Dokumen Perjalanan 

 Daftar Cekal 

 Pengambilan 

Biometrik 

 Pemeriksaan Data 

Keimigrasian 

 Surat Lain (Covid 

19) 

Pengawasan 

Operasional/Lapangan 

 Wawancara 

 Pengamatan (Fisik) 

 Karantina (Covid 19) 

Sumber: (Midran Dylan, 2020) 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

  Permasalahan: 

 Pengawasan 

Warga Negara 

Asing 

Merumuskan 

Masalah 

Berdasarkan 

Fenomena yang Ada 

 Bagaimana pengawasan 

terhadap WNA dan WNI 

yang masuk ke pelabuhan 

Dumai oleh Kantor 

Imigrasi Kelas 2 TPI 

Dumai? 

Analisis Data: 

 Reduksi 

 Menjelaskan proses mengenai masuknya 

WNA dan WNI ke Indonesia disaat 

pemerintah menutup pintu masuk dan keluar 

negara. 

 Memberikan rekomendasi kepada pihak 

terkait terhadap masuknya WNA dan WNI  ke 

Indonesia disaat pemerintah menutup pintu 

masuk dan keluar negara. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai yang berada di 

jalan Yos Sudarso Nomor 2, Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, 

Riau. Waktu yang digunakan selama penelitian yaitu 3 bulan (September, Oktober, 

November 2021). 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

  Dalam suatu penelitian harus disebutkan dari mana data diperoleh 

sebagaimana yang dinyatakan oleh (Arikunto 2002:129). Data adalah sekumpulan 

informasi, fakta-fakta,, atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan objek 

penelitian (F, 1967). Sedangkan data yang sudah didapat akan dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data dimana diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian (Fitria, 2013). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

wawancara dan observasi langsung dengan pejabat struktur yang paham akan 

masalah penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. 
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2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan 

Supomo,1999:147). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

dokumentasi instansi sebagai objek pendukung, beberapa dokumen instansi, 

literatur-literatur (seperti buku Pengawasan Keimigrasian-Teknis Substantif 

Laboratorium Forensik Keimigrasian), dan penelitian terdahulu, serta 

informasi lain yang mendukung penelitian ini. Data ini digunakan untuk 

mendukung Data Primer. 

3.3 Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yakni menggunakan teknik 

snowball sampling seperti yang disampaikan oleh Ade Heryana, S.St., M.KM 

didalam artikelnya yang berjudul Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian 

Kualitatif. Teknik snowball sampling yaitu pemilihan informan kedua berdasarkan 

informasi dari informan kedua, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan 

kedua dan seterusnya (Ade Heryana, S.St., 2018). 

Kriteria Informan dalam penelitian ini ialah: 

 Boyke Panggabean, S,H , selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Ijin 

Tinggal Keimigrasian 

 Wahyu Aditya Prabu, S.H , selaku Kepala Sub Seksi Lalu Lintas 

Keimigrasian 
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 Eko Santoso, S.H , selaku Kepala Sub Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian 

 Achmad Reza Putra selaku JFT Analys Keimigrasian Ahli Pertama 

 Abdi Candra, SKM, M,Si , selaku Kepala Seksi Pengendalian Resiko 

Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah 

 Capt. Supriyono, S.IP,MM , selaku Kepala Bidang Keselamatan 

Berlayar Penjagaan dan Patroli 

 Adyan Bangga Pranata Harahap, S.STP , selaku Sekretaris Satuan 

Tugas Penanganan Covid 19 Kota Dumai 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Berdasarkan pada jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi, dan 

wawancara. Teknik dan cara diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data 

yang didapat dari lapangan sehingga diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar 

dan sistematis. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

 Pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu 

sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang 

diamatinya (Moleong,2007:176). Observasi atau pengamatan merupakan 

salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan 

karena berbagai alasan. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan 



44 

 

 

 

melalui cara berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta pengamatan 

hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Teknik 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengamati 

budaya organisasi secara langsung maupun tidak langsung pada Kantor 

Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. 

 Dari hasil observasi langsung dan tidak langsung yang peneliti 

lakukan, peneliti mendapatkan beberapa fenomena yang menarik perhatian. 

Untuk observasi langsung, selama peneliti melakukan PKL di Kantor Imigrasi 

Kelas 2 TPI Dumai, peneliti selalu melakukan perpindahan bidang agar dapat 

mengetahui kinerja yang dilakukan pada tiap bidang. Disaat peneliti berada 

dibidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal, peneliti tertarik terhadap kinerja yang 

dilakukan para pegawai disitu. Para pegawai terlihat sangat rajin dan banyak 

bekerja termasuk pegawai yang ditugaskan berjaga di pelabuhan. Hampir 

setiap hari pergi ke pelabuhan untuk menyelesaikan urusan keimigrasian 

termasuk kedatangan WNA dan balik lagi ke kantor untuk menyelesaikan 

urusan lainnya. Namun yang jadi perhatian peneliti yaitu mengapa kinerja 

pegawai yang terlihat sangat baik itu justru terdapat kesalahan yang cukup 

fatal. 

 Untuk observasi tidak langsung yang peneliti lakukan, peneliti 

mendapatkan fenomena yaitu masuknya  4 orang ABK WNA ke Pelabuhan 

Dumai yang terkonfirmasi Covid 19. Padahal telah ada prosedur yang 

mengatakan bahwa WNA atau WNI yang masuk Indonesia harus di RT-PCR 
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terlebuh dahulu dan juga harus melakukan karantina selama 14 hari. Hal itu 

menjadi tanda tanya mengapa mereka bisa masuk dalam keadaan positif 

Covid 19 padahal aturan yang ada cukup ketat. 

2. Wawancara 

 Teknik wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan. Agar setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, 

maka diperlukan training kepada calon pewawancara (Sugiyono,2009:73). 

Orang yang peneliti wawancarai adalam Pegawai Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai 

bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal dan Warga Negara Asing. 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. 

Dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi 

terutama yang berada di kantor itu sendiri dan didukung oleh sumber-sumber 

yang representatif. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan 

(Moleong,2007:217). Dokumentasi digunakan untuk keperluan penelitian 
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menurut Giba dan Licoln dalam Moleong (2007:217), karena alasan-alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti: 1. Dokumen dan rekaman 

digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong, 2. 

Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, 3. Keduanya berguna dan sesuai 

dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan 

konteks, lahir, dan berada dalam konteks, 4. Rekaman relatif murah dan tidak 

sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicarai dan ditemukan dengan teknik 

kajian isi, 5. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

menperluas ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Priadi, Martha 

Purnama, 2018). Dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu foto Dokumen 

Perjalanan (Paspor), foto Daftar Cekal, dll. 

3.5 Metode Analisa 

  Penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu dimulai dari tahapan pengumpulan 

data dilanjutkan dengan reduksi data, display data, dan tahapan terakhir yaitu 

penarikan kesimpulan. Dimulai dari pengumpulan data yaitu peneliti. Berusaha 

mendapatkan data-data yang relevan dari informan untuk dapat dijadikan sebagai 

landasan dalam meneliti tentang tema yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum 

penelitian dimulai. 

1. Reduksi data yaitu pengumpulan data, yaitu peneliti berusaha mendapatkan 

data-data yang relevan dari informan untuk dapat dijadikan sebagai rujukan 
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maupun landasan dalam penelitian tentang tema yang telah ditentukan oleh 

peneliti sebelum penelitian dilakukan. 

2. Display data, dimana peneliti mengolah data yang masih berbentuk setengah 

jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur untuk 

tema yang jelas kedalam matriks yang selanjutnya akan digunakan untuk 

menarik satu kesimpulan (Priadi, Martha Purnama, 2018). 

3. Kesimpulan berisi uraian dari jawaban yang peneliti ajukan pada tujuan 

penelitian dengan berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan 

selama proses penelitian dan pada akhirnya peneliti memberikan penjelasan 

simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan. 
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BAB 4 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

4.1 Deskripsi Umum Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai 

Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai melaksanakan tugas sebagai pelayan 

keimigrasian. Di dalam layanan keimigrasian, terdapat: 

1. Layanan Visa Online 

Yaitu memuat keseluruhan informasi tentang prosedur permohonan visa 

online beserta persyaratannya dan informasi mengenai jenis visa tersebut. 

2. Layanan e-SPRI 

Yaitu Layanan untuk membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan 

Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia yang ditujukan ke Kedutaan Besar 

Australia untuk mengajukan Visa Australia tipe "Work and Holiday". 

3. Layanan APOA 

Yaitu Layanan untuk Pelaporan dari setiap Penjamin (sponsor) dan 

Pemilik/Pengurus tempat penginapan yang memberikan kesempatan menginap 

bagi Orang Asing kepada Kantor Imigrasi setempat. 

4. Layanan Antrian Paspor Online 

Yaitu Layanan untuk mendapatkan antrean pembuatan paspor via online 

yang dapat disesuaikan dengan waktu luangmu untuk datang ke kantor imigrasi 

setempat. 

5. Layanan Izin Tinggal 
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Yaitu Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memberikan layanan Izin 

Tinggal Keimigrasian secara online kepada pemohon Izin Tinggal Keimigrasian. 

6. Layanan Aplikasi LAPOR 

Yaitu Layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat 

Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, 

SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi 

mobile. 

4.2 Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai 

Dalam menjalankan amanah, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai memiliki 

tugas, fungsi, visi dan misi yaitu: 

Tugas 

“Kantor Imigrasi TPI Kelas II Dumai mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah Kerjanya” 

Fungsi 

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian 

2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan 

3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian 

4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status 

keimigrasian 

5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen 

keimigrasian 
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6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian 

7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi 

keimigrasian 

8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik 

keimigrasian 

9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik 

negara, dan rumah tangga 

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian 

VISI 

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum" 

MISI 

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas; 

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; 

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; 

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi 

Manusia; 

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; dan 

6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

profesional dan berintegritas. 
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4.3 Tata Nilai, Motto, Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai 

TATA NILAI 

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I" 

1. Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang 

bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan 

bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi; 

2. Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

atau peraturan yang berlaku; 

3. Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan 

kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para 

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi 

terbaik, bermanfaat, dan berkualitas; 

4. Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai; 

5. Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan 

mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 
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MOTTO 

“Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai memiliki Motto "Kami Siap Melayani 

dengan Tulus" 

JANJI LAYANAN 

“Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai"Kepastian Persyaratan - 

Kepastian Biaya - Kepastian Waktu Penyelesaian" 

4.4 Bagian/Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai 

Bagian/Unit kerja penulis di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai yaitu terdiri dari: 

1. Ruang Tata Usaha 

Di ruang tata usaha terdapat beberapa pejabat Struktural beserta bawahannya, 

yaitu: 

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

b. Kepala Urusan Umum 

c. Kepala Urusan Kepegawaian 

d. Kepala Urusan Keuangan 

2. Ruang TIKIM 

Di ruang TIKIM terdapat beberapa pejabat Struktural beserta bawahannya, 

yaitu: 

a. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

b. Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian 
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c. Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

3. Ruang Inteldakim 

Di ruang Inteldakim terdapat beberapa pejabat Struktural beserta bawahannya, 

yaitu: 

a. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

b. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian 

c. Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian 

4. Ruang Pelayanan 

a. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian 

b. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 

c. Kepala Sub Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian 

4.5. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai 

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai terdiri dari: 

1. Sub bagian Tata Usaha 

a. Tugas 

  Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik 

negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan 

pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 
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kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah 

tangga 

b. Fungsi 

1. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan 

2. Pelaksanaan dan pengendalian internal 

3. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara 

4. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga 

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari: 

1.1 Urusan Kepegawaian 

 Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian 

internal 

1.2 Urusan Keuangan 

 Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, 

evaluasi dan pelaporan 

1.3 Urusan Umum 

 Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan 

barang milik negara dan rumah tangga 
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2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 

a. Tugas 

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian 

b. Fungsi 

1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan 

izin tinggal keimigrasian 

2. Pelayanan paspor 

3. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing 

4. Pelayanan pas lintas batas 

5. Pelayanan pas lintas batas 

6. Pelayanan pas lintas batas 

7. Pelayanan izin masuk kembali 

8. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka 

penerbitan surat keterangan keimigrasian 

9. Pelayanan surat keterangan keimigrasian 

10. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda 

11. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian 

12. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar 

13. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar 
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Sub bagian Seksi lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri dari: 

2.1 Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian 

Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor 

bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan 

dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan 

penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar 

2.2 Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 

Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat 

keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, 

pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan 

penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat 

keterangan keimigrasian 

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

a. Tugas 

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem 

teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian 
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b. Fungsi 

1. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, 

pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi 

keimigrasian 

2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian 

3. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi 

keimigrasian 

4. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik 

keimigrasian 

5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi 

Sub bagian Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri 

dari: 

3.1 Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian 

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian 

3.2 Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian 
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data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, 

pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi 

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

a. Tugas 

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan 

keimigrasian 

b. Fungsi 

1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, 

pengawasan, dan penindakan keimigrasian 

2. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian 

3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen 

keimigrasian 

4. Penyajian informasi produk intelijen 

5. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, 

dan instalasi vital keimigrasian 

6. Penyidikan tindak pidana keimigrasian 

7. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian 

8. Pelaksanaan pemulangan orang asing 
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Subbagian Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari: 

4.1 Subseksi Intelijen Keimigrasian 

Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen 

keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk 

intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan 

instalasi vital keimigrasian 

4.2 Subseksi Penindakan Keimigrasian 

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan 

administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing 
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4.6 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai 

Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai 
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BAB 6 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengawasan Izin Masuk 

Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai Selama Pandemi 

Covid 19, dapat diambil kesimpulan yaitu Petugas Imigrasi Dumai bidang Lalu 

Lintas dan Ijin Tinggal tidak membuat daftar pencekalan terhadap warga negara 

asing. Padahal hal ini telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat 2 

untuk menyusun daftar nama orang asing yang dikenai penagkalan atau 

pencegahan. 

Selain itu, Petugas Imigrasi Dumai tidak mengambil data biometrik warga 

negara asing yang masuk pelabuhan Dumai apabila sebelumnya mereka telah 

pernah datang ke Pelabuhan Dumai sebelumnya. Padahal hal ini telah diatur 

dalam UU No 6 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat 4 untuk melakukan pengawasan 

terhadap warga negara asing dengan pengambilan foto dan sidik jari atau data 

biometrik. Dalam hal pemeriksaan data keimigrasian terhadap warga negara 

asing, petugas hanya memeriksa keadaan paspor dan masa berlaku visa mereka 

dan mengabaikan data keimigrasian seperti nama, asal negara, jenis kelamin, dsb. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan pertanyaan yaitu 

bagaimana bisa warga negara asing yang sebelum masuk Indonesia menunjukkan 

hasil negatif covid 19 namun setelah sampai Indonesia ia terkonfirmasi positif 

covid 19. Seharusnya di kapal tersebut tidak ada resiko penularan virus tersebut 
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dan mereka hanya di kapal hingga sampai ke Indonesia tanpa ada interaksi 

dengan orang luar. 

Faktor penyebab petugas imigrasi abai terhadap tugas yang harus dilakukan 

yaitu kurangnya pengawasan dari pimpinan terhadap kinerja mereka. Mereka 

terlalu menganggap sepele terhadap hal yang telah diatur didalam undang-

undang. 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, peneliti memberi saran kepada petugas 

Imigrasi Dumai bidang Lalu Lintas dan Ijin Masuk untuk selalu melaksanakan tugas 

dengan baik dan tidak meremehkan tugas sekecil apapun. Pimpinan Imigrasi Dumai 

diharapkan untuk meningkatkan pengawasan kepada petugas Imigrasi khususnya 

dibidang Lalu Lintas dan Ijin Masuk agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Perlu 

penerapan sosialisasi dan konsistensi mengenai pentingnya menjalankan tugas sesuai 

undang-undamg yang berlaku. 

Kemudian peneliti memberikan saran kepada peneliti berikutnya untuk dapat 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan bagaimana bisa warga negara asing yang 

sebelum masuk Indonesia menunjukkan hasil negatif covid 19 namun setelah sampai 

Indonesia ia terkonfirmasi positif covid 19. Seharusnya di kapal tersebut tidak ada 

resiko penularan virus tersebut dan mereka hanya di kapal hingga sampai ke 

Indonesia tanpa ada interaksi dengan orang luar. 
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